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BUPATI CIANJUR 
PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI CIANJUR 

NOMOR : 64 TAHUN 2023 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN CIANJUR 
TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI CIANJUR, 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11  Peraturan 

Daerah Nomor . . .  Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah 
Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 

I. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 34) sebagaimana teiah 
diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang 
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 3 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 3874) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang 
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 



• 

2 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1  tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011  Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang 
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 4 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

9. Undang-Undang Nomor l Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 
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1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 ,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Inforrnasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 1 1 0 ,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerinta.han Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4 738); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 
2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan kepada Partai Politik Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan 
Atas Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6523); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 I 8 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang 
Pelaksanaan Togas dan Wewenang Gubernur sebagai 
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomer 6224); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6279); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42. Tambahan 
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6323); 

27. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 
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16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 63); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ten tang Klasifikasi, 
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 
Dan Keuangan Daerah; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 
tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 2083); 

31 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11  Tahun 2017 
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 450); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 
tentang Pedoman tata Cara Penghitungan, Penganggaran 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan 
Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan I.aporan 
Pertanggungiawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara 
Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi 
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 1 777); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 20 I 9 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenk.latur 
Perencanaan Pem-bangunan dan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indone-sia Tahun 20 I 9 Nomor 
1447); 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781);  
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35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 

36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 
tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi 
Umum dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 2 1 1  /PMK.07 /2022 tentang Perubahan 
Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
139/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, 
Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus; 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 tahun 
2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor . . . ,  
Tambahan Lembaran Daerah Nomor ...); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 19 Tahun 
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Cianjur Tahun 2021 Nomor 34); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 35); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 
2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 37); 

41. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 47 Tahun 2016 tentang 
Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

42. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 Tahun 2021 tentang 
Rencana Kerja Pemerinta.h Daerah Kabupaten Cianjur 
Tahun 2022; 

43. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 49 Tahun 2021 tentang 
Standar harga Satuan Barang Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Cianjur Nomor 82 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupat:i Cianjur Nomor 49 
Tahun 2021 tentang Standar harga Satuan Barang 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 

44. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 123 Tahun 2021 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2022; 

45. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 21 Tahun 2022 tentang 
Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 123 
Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 
(Serita Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2022 Nomor 
146); 
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46. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 35 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 
123 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 
(Berita Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2022 Nomor 
159); 

47. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 66 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 
123 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 
(Berita Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2022 Nomor 
190); 

48. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 77 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 
Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Kabupaten Cianjur Tahun 2022; 

49. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 1 1 0  Tahun 2022 tentang 
Penjabaran Peru bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2022; 

50. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 121 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 1 1 0  
Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 
(Berita Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2022 Nomor 
245); 

51.  Peraturan Bupati Cianjur Nomor 131 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 
1 10  Tahun 2022 ten tang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 
(Berita Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2022 Nomor 
255); 

52. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 138 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 
1 10  Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 
(Serita Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2022 Nomor 
261); 

53. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 146 Tahun 2022 tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cianjur 
(Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 
270); 

54. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 147 Tahun 2022 tentang 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun 
Standar (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 
Nomor 271). 
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MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 
CIANJUR TAHUN ANGGARAN 2022. 

Pasal I 

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022, terdiri 
atas: 

I .  Pendapatan: 

a. Pendapatan Asli Daerah 
I) Pendapatan Pajak Daerah 

Rp236.280.096.557,00 
2) Pendapatan Retribusi Daerah 

Rp23.163.031.163,00 
3) Pendapatan Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Dae rah yang Dipisahkan 
Rp10.273.583.496,00 

4) Lain - Lain PAD Yang Sah 
Rp365.417.105.323,29 

Jumlah Pendapatan Asli Daerah 
Rp635.133.816.539,29 

b. Pendapatan Transfer 
l) Pendapatan Transfer  

Dana Pe rimbangan 
Rp2.434.128.039.933,00 

2) Pendapatan Transfer 
Pemerintah Pusat - La.innya 
Rp439.743.792.800,00 

3) Pendapatan Transfer 
Pemerintah Provinsi 
Rp430.290.087.491,00 

Jumlah Pendapatan Transfer 
Rp3.304.161.920.224,00 

c. Lain-lain Pendapatan yang sah 
Rp39 .668.487. 999,00 

Jumlah Pendapatan 
Rp3. 978.964.224.762,29 

2. Belanja: 

a. Belanja Operasi : 
1) Belanja Pegawai 

Rp1.315.664.120.609,00 
2) Belanja Barang 

Rpl.449.158.575.626,06 
3) Belanja Subsidi 

4) Belanja Hibah 

5) Belanja Bantuan SosiaJ 

Jumlah Belanja Operasi 
Rp2.881.127.213.296,06 

b. Belanja Modal : 
I) Belanja Tanah 

Rp867.600.000,00 

Rp107.192.767.06 1,00 

Rp8.244.150.000,00 

Rp6.405.774.200,00 
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2) Belanja Peralatan dan Mesin 
Rpl30.844.833.637,00 

3) Belanja Gedung dan Bangunan 
Rp64.552.234.442,00 

4) Belanja Jalan, lrigasi clan Jaringan 
Rpl23. 762.222.961,00 

5) Belanja Aset Tetap Lainnya 
Rp21.844.719.516,00 

Jumlah Belanja Modal 
Rp347.409.784.756,00 

c. Belanja Tak Terduga 
Rp27.461.461.755,00 

Jumlah Belanja 
Rp3.255.998.459.807,06 

Transfer: 
a. Transfer/ Bagi Hasil ke Desa: 

1) Bagi Hasil Pajak 
Rp19.305.899.583,00 

2} Bagi Hasil Retribusi 
Rp845.827. 100,00 

3) Bantuan Keuangan ke Desa 
Rp721.285.716.100,00 

Jumlah Transfer/BagiHasil ke Desa 
Rp74 l.437.442. 783,00 

Jumlah Belanja dan Transfer 
Rp3.997.435.902.590,06 
Surplus/(Defisit) 

(Rp18.471.677.827,77) 

3. Pembiayaan : 
a. Penerimaan Pembiayaan 

I) Penggunaan SiLPA 
Rp320.924.573.400 

2) Penerimaan Pinjaman Dalam 
Daerah Lembaga Keuangan Bank 

Rp1.950.000.000,00 
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 

Rp322.874.573.400,75 

b. Pengeluaran Pembiayaan 
1) Penyertaan Modal Pemerintah 

Daerah 
Rp17.609.912.766,00 

2) Pembayaran Pinjaman dari 
Lembaga Keuangan Bank 

Rp1.950.000.000,00 
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 

Rp19.559.912. 766,00 

Jumlah Pembiayaan Neto 
Rp303.314.660.634,75 

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran 
Rp284.842.982.806,98 
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Pasal 2 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasal 2, dirinci lebih Ian jut ke dalam penjabaran 
laporan realisasi anggaran, sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalarn Berita Daerah Kabupaten Cianjur. 

Ditetapkan di Cianjur 
pada tanggal 8 Agustus 

BUPATI CIANJUR, 

ttd/cap 

HERMAN SUHERMAN 

Diundangkan di Cianjur 

ads tangsa! 9 Agusts 2023 

/s DAERAH KABUPATEN CIANJUR, 

/s q 

' ' ' 

errsscwe 
"set4 DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2023 NOMOR 339 


